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Baliwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya yang adill, emakmur, sejahtera,
dan teitib berdasrkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan masyarakat Indones’ia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan
secara terus-menerus usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan
termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping itu untluk pengembangan
ibnu pengetahunan.

Meskipun narkotika sangat bennanfaat dan diperlukan untuk pengobatan
dan pelayanan kesehatan, namua apabila disalabgunakan atau digunakan tidak
sesuaidengan standar pengobaten, terlebih jika disertai peredaran narkotikasecara
gelap akan menimbulkan skibat yang sangat merugikan perorangan maupun
masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahwa yang
lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan
dapat melemahkan ketahanan nasinonal. !

Peningkamn pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan
memberantas penyalahgunaza dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan,

karcna kejahatan narkotika pada umumya tidak dilekukan oleh perorangan secara
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berdin sepdini, melainkan dilakukan secara tersama—sama bahkaa dilakukan oteb
sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan
dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih. termasuk
pengamana hasil-hasi} kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahasan
narkotika tersedut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan
wnat manasia

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta
meningkatkan dan memberantas penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika
diperlukan pengaturen dalam bentuk Undang-Undang baru yang berasaskan
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat,
keseimbangan keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum ser ilmu
pengetahuan dan tekoologi. Dalam Konvensi Persenkatan Bangsan-Bangsa
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988
yang telah dirauftkasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsan-Bangsa téntang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian Undang-Undang
Narkotika yang baru diherapkan lebih efektif mencegah dan memberantas
penyalabguman dan percdaran gelap narkotilee, tesmasuk @enghindarkan wilayah
Republik Indonesia dijadikan ajang traosit maupun sasaran pe€crcdaran gelap
narkotika.

Akan tetapi perkembangan Indonesia saat ini tidak lagl sebatas Negara

- yang dijadikan wansit peredaran narkotika, namun telah menjadi salah satu Negara
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